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KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6.3/ 16 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI E-SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

< 1.

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah, perlu
menunjuk Admin Aplikasi E-Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Admin Aplikasi E-Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan  Aceh (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



6.

10.

1%,

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
PenunjukanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pmerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokraasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokraasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokraasi Nomor 19 Tahun 2024
tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 996);



16.

17

18.

19.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor
306);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pengelola
Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2022 Nomor 44);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor
743);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN
APLIKASI E-SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
Menunjuk sdr. YENDRIKO, A.Md Nip. 19821111 201003
1 001 Staf Bagian Organisasi sebagai Petugas Admin
Aplikasi E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Bupati ini.
Admin Aplikasi E-Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen
akuntabilitas kinerja; dan
b. Melakukan fasilitasi penyusunan dan unggah
dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2026 ke Situs Internet e SAKIP
esr.menpan.go.id.
Dalam melaksanakan tugasnya Admin Situs Internet E-
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2026 bertanggungjawab kepada kepada Bupati Aceh
Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.




KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan Kketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Jé\rlud\"\ 2024
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5{JPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;



